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BAB I 

GARIS KEMISKINAN 

  ECOPOS: PENGANTAR  
Carunia Mulya Firdausy 

 
 
 
 
 
 

A. PENTINGNYA GARIS KEMISKINAN ECOPOS 

Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa angka kemiskinan di 
Indonesia turun dari 10,12% menjadi 9,66%. Jumlah penduduk 
miskin Indonesia berkurang 910.000 orang dari 26,58 juta orang 
menjadi 25,67 juta orang. Bukan itu saja, indeks kedalaman dan 
indeks keparahan pun menurun. Indeks kedalaman kemiskinan, 
misalnya, turun dari 1,79 menjadi 1,63. Sedangkan indeks keparah- 
an kemiskinan berkurang dari 0,46 menjadi 0,41. Angka-angka 
penurunan tersebut terjadi dalam satu tahun sejak September 2017 
sampai September 2018 (BPS, 2019). 

Dari angka-angka penurunan kemiskinan tersebut, banyak hal 
yang menarik untuk didiskusikan. Salah satunya menyangkut 
garis kemiskinan yang dipakai dalam menghitung jumlah pendu- 
duk miskin selama ini (Firdausy, 2019). Dalam hal ini, garis kemis- 
kinan (GK) yang dipakai masih menggunakan pendekatan satu 
variabel berdasarkan nilai pendapatan atau pengeluaran yang di- 
tetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)1. 
1 Garis kemiskinan BPS menggunakan pendekatan berdasarkan pada pengeluaran 

dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (PS). Definisi kemiskinan yang digu- 

nakan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam 

penentuan garis kemiskinan tersebut, cara yang dilakukan adalah menghitung 
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GK BPS unidimesional tersebut dalam berbagai literatur2 

dinyatakan memiliki beberapa kelemahan. Pertama, GK resmi, 
khususnya untuk GK makanan, hanya berdasarkan pada kebutuh- 
an kalori sehingga menyebabkan GK yang digunakan menjadi 
rendah karena kalori dapat dipenuhi dengan komponen makanan 
tinggi kalori yang cenderung berharga rendah, misalnya beras. 
Dalam kenyataannya, kebutuhan nutrisi juga mencakup zat nutrisi 
lain, seperti protein3, yang belum diperhitungkan dalam GK resmi 
BPS. 

Kedua, pemilihan 52 jenis komoditas bukan makanan masih 
dapat dipertanyakan keabsahannya, karena penentuan ini bisa 

bersifat “arbitrary” dan penentuan ini menentukan rendah atau 
tingginya GK. Ketiga, dengan diturunkannya secara terpisah GK 
perdesaan dan GK perkotaan, bisa saja terjadinya kedua GK terse- 
but tidak terbanding secara sempurna dalam hal perbedaan ting- 

kat kehidupan (standard of living) antara perdesaan dan perkota- 
an. Bila hal ini terjadi, gambaran yang terjadi dalam suatu periode 

bisa menyesatkan (misleading). 

Contoh sederhananya adalah sebagai berikut. Seseorang yang 
tidak miskin di perdesaan (mempunyai pendapatan sedikit di atas 
GK perdesaan) berpindah ke perkotaan dan mengalami kenaikan 
pendapatan serta standar kehidupannya. Akan tetapi, karena GK 
perkotaan “lebih tinggi” dibandingkan GK perdesaan (yang tak se- 
banding dengan perbedaan standar kehidupan antara perdesaan 
dan perkotaan), orang tersebut bisa saja tercatat sebagai “miskin” 
di perkotaan, sehingga dalam kasus ini jumlah orang miskin se- 

 

besarnya pengeluaran seseorang dalam memenuhi kebutuhan makanan yang 

disetarakan dengan 2.100 kilokalori per hari ditambah dengan pengeluaran 

untuk 52 jenis komoditas bukan makanan yang meliputi perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan (Asra, 2011). Dengan demikian, penduduk miskin 

didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita 

per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut. 

2 Misalnya, Asra (2000). 

3 Filipina dalam penghitungan garis kemiskinannya menggunakan kebutuhan 

kalori dan protein sebagai patokan. 
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cara keseluruhan meningkat. Padahal, yang sesungguhnya terjadi 
adalah suatu hal positif, yakni seseorang tidak miskin di perdesa- 
an telah mengalami kenaikan tingkat pendapatan dan standar ke- 
hidupan (dengan pindah ke perkotaan), akan tetapi secara “tidak 
perlu” (unnecessarily) tercatat sebagai orang miskin di perkotaan 
akibat perbedaan GK perdesaan dan perkotaan yang tak terban- 
ding dalam aspek tingkat kehidupan (inconsistent in terms of 
standard of living).4 

Keempat, kelemahan dalam penggunaan rata-rata per kapita 
konsumsi kalori yang disarankan, yaitu sebesar 2.100 kilo kalori 
per kapita per hari, tanpa memperhatikan komposisi anggota 
rumah tangga menurut umur. Dengan demikian, bisa saja suatu 
rumah tangga dengan komposisi anggota rumah tangga yang 
cenderung mengelompok pada usia muda, misalnya, di bawah 10 
tahun, mempunyai kebutuhan kalori per kapita yang kurang dari 
2.100 kilokalori, sedangkan rumah tangga dengan jumlah anggota 
rumah tangga yang sama, tetapi dengan komposisi umur yang 
berbeda, akan membutuhkan kalori per kapita yang lebih besar 
dari 2.100 kilokalori. Dengan kata lain, bisa saja terjadi kesalahan 
identifikasi rumah tangga miskin yang selama ini terjadi, yang 
menggunakan GK berdasarkan pada pengeluaran yang dihitung 
dari rata-rata kalori per kapita 2.100 kilokalori per hari. Akibatnya, 
jumlah penduduk yang terdata sebagai penduduk miskin adalah 
penduduk yang berada di bawah GK pendapatan/pengeluaran 
saja. Penduduk miskin di luar ukuran pendapatan/pengeluaran 
yang disebabkan oleh: (1) ketidakberdayaan memperoleh bantuan 
pemerintah dan non-pemerintah; (2) ketidakmampuan untuk 
menjalankan fungsinya dalam masyarakat baik karena rendahnya 
pendidikan;   (3)   ketidakmampuan   berobat   ke   dokter   atau 

 

4 Pembahasan lebih lengkap dapat dibaca di Asra dan Santos-Francisco (2003), 

“Poverty Line: Eight Countries’ Experiences and Issue of Specificity and 

Consistency”, dalam Reducing Poverty in Asia: Emerging Issues in Growth, 

Targeting and Measurement, C. Emonds (Ed.). UK: Edward Elgar. Asra (1999) 

menunjukkan bahwa untuk setiap tahun 1987, 1993, dan 1996, perbandingan 

GK perkotaan dengan GK perdesaan jauh lebih tinggi dari perbandingan harga 

komoditas makanan dan nonmakanan di antara kedua daerah tersebut. 
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institusi kesehatan; (4) tidak layaknya pekerjaan yang dilakukan; 
(5) rendahnya kepercayaan diri; (6) tidak adanya perasaan  aman; 
(7) lingkungan yang rentan bencana; (8) minimnya aset dan akses 
pemilikan tanah; (9) rendahnya akses kredit usaha; 
(10) rendahnya kemampuan berinovasi; serta (11) kebebasan po- 
litik (seperti berbicara menyatakan pendapat), tidak terungkap 
dalam angka jumlah penduduk miskin berbasis GK resmi BPS 
yang digunakan selama ini. 

Oleh karena itu, tampaknya diperlukan penetapan GK yang 
lebih luas untuk memahami kemiskinan yang sifatnya multi- 
dimensi. Dalam buku ini, penetapan GK tersebut disingkat dengan 
terminologi Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan 

security). Alasan pentingnya penetapan GK Ecopos ini didasarkan 
pada perkembangan penggunaan GK tersebut di beberapa negara, 
seperti di India dan China, serta karena penggunaan GK Ecopos 
membuat kebijakan pengentasan masyarakat dari kemiskinan 
menjadi lebih integral dan berkelanjutan (baca, misalnya, Alkire 
2011; Alkire & Santo 2011; Bank Dunia 2011; dan Sen 1999). 

Dengan demikian, penggunaan GK Ecopos memberikan lima 
keuntungan. Pertama, GK dan kemiskinan Ecopos yang ditetap- 
kan menjadi lebih realistis karena tidak sebatas menggunakan 
variabel pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan ma- 
kanan dan nonmakanan saja. Kedua, rumusan serta penetapan 
kebijakan, strategi, dan program pengentasan penduduk dari ke- 
miskinan dapat lebih berhasil guna dalam meningkatkan kualitas 
kehidupannya. Ketiga, mempertajam upaya identifikasi variabel- 
variabel dan/atau dimensi Ecopos penyebab kemiskinan, sehing- 
ga membantu penetapan target intervensi mengatasi kemiskinan 
secara tepat dan tuntas. Keempat, membantu pemantauan dan 
evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan program penanggu- 
langan kemiskinan secara utuh. Kelima, mengevaluasi efektivitas 
lembaga yang mengimplementasikan kebijakan, strategi, dan 
program pengentasan masyarakat dari kemiskinan (Haughton & 
Khandker, 2012). 
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Persoalannya sekarang, dimensi dan indikator dari variabel 
Ecopos yang manakah yang harus digunakan dalam menetapkan 
GK Ecopos? Apakah semua atau hanya beberapa variabel, dimen- 
si, dan indikator yang diungkapkan Alkire (2011), Alkire dan 
Santos (2011), Bank Dunia (2000), serta Sen (1999) saja yang 
harus dirujuk dalam menentukan GK Ecopos tersebut? Ataukah 
semua atau sebagian variabel, dimensi, dan indikator GK Ecopos 
yang disarankan dalam literatur di atas perlu dimodifikasi dan 
disesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan konteks Indonesia? 
Ataukah GK Ecopos yang ditetapkan tidak perlu merujuk pada 
variabel, dimensi, dan indikator yang secara empiris telah ditetap- 
kan dalam literatur di atas? 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut di atas, telah 
dikumpulkan data dari penduduk miskin dan tidak miskin pada 
beberapa sektor, yakni sektor informal dan pertanian ataupun dari 
penduduk miskin dan tidak miskin yang tidak memiliki lahan, se- 
bagai nasabah KUR, serta penduduk yang tinggal di daerah rawan 
bencana. Justifikasi target responden yang beragam tersebut di- 
dasarkan paling tidak pada empat pertimbangan. Pertama, besar 
kemungkinan penduduk dalam kategori yang dimaksudkan di atas 
sebagian terbesar adalah penduduk miskin atau rentan ter- hadap 
kemiskinan. Kedua, dengan keberagaman sumber data tersebut, 
diharapkan persepsi kemiskinan Ecopos yang menjadi fokus 
kajian ini dapat lebih memadai dan mewakili komponen 
penduduk dalam kategori miskin. Ketiga, kebijakan yang ditarget- 
kan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan banyak di- 
arahkan kepada penduduk dalam kategori tersebut di atas. Ke- 
empat, upaya pemerintah dalam mengentaskan masyarakat dari 
kemiskinan dalam lingkup kegiatan di atas ternyata masih belum 
optimal sehingga perlu diteliti faktor-faktor penyebabnya. 

Buku bunga rampai ini memfokuskan uraian dan pemba- 
hasannya pada GK dan kemiskinan Ecopos dengan menggunakan 
rujukan utama pada konsep empiris dalam literatur-literatur se- 
belumnya yang dihadapkan dengan temuan lapangan penelitian 
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terhadap penduduk miskin yang memiliki keragaman kegiatan 
hidupnya. Instrumen-instrumen penelitian yang digunakan, se- 

lain studi empiris literatur dan web search, adalah daftar perta- 
nyaan dan wawancara mendalam kepada sampel responden di 
lokasi-lokasi penelitian (detail untuk lokasi, unit analisis, dan cara 

sampling diberikan di tiap bab di buku ini) yang kemudian 
dianalisis serta ditentukan variabel, dimensi, dan indikatornya 
yang dipersepsikan penting dalam memformulasikan GK dan 
kemiskinan Ecopos. Hasil analisis temuan lapangan tersebut ke- 
mudian didiskusikan lagi melalui FGD di tiap lokasi penelitian dan 
seminar di LIPI serta dengan memperhatikan masukan pikiran 
yang berkembang dalam diskusi dan seminar yang dilakukan 
Bappenas, SMERU, Forum Masyarakat Statistik Indonesia, atau- 
pun perkembangan isu ini, khususnya artikel opini di media surat 
kabar nasional sampai 2018. 

Proses panjang dalam penelusuran serta penetapan variabel, 
dimensi, dan indikator GK dan kemiskinan Ecopos di atas dimak- 
sudkan antara lain agar dimensi dan indikator dari tiap variabel 
Ecopos dalam menentukan GK dan kemiskinan Ecopos lebih ta- 
jam, orisinal, dan bukan merupakan konfirmasi atau pengulangan 
(copy cat) dari konsep empiris GK Ecopos yang telah ada dalam 
literatur. Di sinilah letak kelebihan buku bunga rampai ini. 

Adapun ruang lingkup dari buku ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut. Pertama, fokus penelitian menekankan pada persepsi di- 
mensi dan indikator GK Ecopos oleh penduduk miskin dan tidak 
miskin yang bekerja pada sektor informal dan pertanian ataupun 
dari penduduk miskin dan tidak miskin yang tidak memiliki la- 
han, sebagai nasabah KUR, dan penduduk yang tinggal di daerah 
rawan bencana. Kedua, variabel, dimensi dan indikator GK Eco- 
pos yang digunakan berasal dari literatur, khususnya dari Alkire 
(2011), Alkire dan Santo (2011), Bank Dunia (2011), Sen (1999), 
serta sumber rujukan lain yang disebutkan dalam tiap bab. Selain 
itu, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap dimensi dan indi- 
kator GK Ecopos yang relevan diterapkan di Indonesia. Ketiga, 
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sumber data yang dikumpulkan diperoleh dari penelitian kuanti- 
tatif dengan penggunaan instrumen daftar pertanyaan dan pene- 
litian kualitatif dengan instrumen FGD, wawancara mendalam, 
dan pengamatan langsung di tiap lokasi penelitian. Keempat, 
pembahasan hasil dan diskusi temuan penelitian ini sepenuhnya 
diambil dari hasil penelitian dan dikonfirmasikan dengan rujukan 
yang sesuai pada tiap bab. 

B. URAIAN ISI BUKU 

Bukubungarampaiiniterdiri atas 9 bab. Bab Imerupakanbabpeng- 
antar singkat untuk mengetahui latar belakang dan rasionalitas 
apa dan mengapa penetapan GK dan kemiskinan Ecopos penting 
untuk dilakukan. Dalam bab ini, dijelaskan antara lain bahwa GK 
yang digunakan dalam menghitung jumlah penduduk miskin se- 
lama ini memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang dimaksud- 
kan bukan hanya terkait dengan penyederhanaan GK yang di- 
dasarkan pada perhitungan satu variabel pengeluaran makanan 
dan nonmakanan, tetapi juga menyangkut penetapan GK yang 
tidak disesuaikan dengan daerah tempat penduduk miskin mene- 
tap. Selain kelemahan GK resmi tersebut, penjelasan pentingnya 
GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos bagi rumusan kebijakan, 
strategi, dan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan 
juga diungkapkan dalam bab ini. 

Bab II berisi telaah pustaka tentang konsep dan ukuran yang 
dipakai dalam mengukur kemiskinan. Telaah pustaka ini dituju- 

kan untuk melihat kembali dan updating pengetahuan pembaca 
tentang dinamika perkembangan ukuran mengukur kemiskinan, 
aspek pengukuran, aspek penyebab kemiskinan, dan jenis-jenis 
GK yang berkembang secara umum selama ini, khususnya di 
Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan dalam subbab awal dalam 
bab ini dimulai dengan uraian sejarah perkembangan pengukuran 
kemiskinan dari waktu ke waktu. Kemudian, diikuti dengan 
uraian konsep dan definisi dari aspek pengukuran kemiskinan. 
Juga didiskusikan konsep pengukuran kemiskinan secara objektif 
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dalam kelompok statis dan dinamis serta uraian GK yang berkem- 
bang di Indonesia, baik resmi maupun nonresmi serta kelemahan 
dari GK tersebut. 

Bab III berfokus pada dua hal pokok. Pertama, menjelaskan 
variabel, dimensi, dan indikator dari GK Ecopos yang diungkap- 
kan dalam literatur. Sumber rujukan literatur yang digunakan 
khususnya berasal dari Alkire dan Santos (2011), Bank Dunia 
(2000; 2001), serta Sen (1999). Kedua, mengungkapkan temuan 
dan analisis lapangan menyangkut persepsi penduduk miskin dan 
tidak miskin yang menjadi sampel penelitian menyangkut varia- 
bel, dimensi, dan indikator yang perlu diperhatikan untuk mene- 

tapkan GK Ecopos. Instrumen yang digunakan dalam menggali 
persepsi sampel responden dalam menetapkan variabel, dimensi, 
dan indikator untuk GK Ecopos diperoleh dari jawaban kuesioner 
oleh 100 responden di perdesaan dan perkotaan di setiap lokasi 
penelitian. Penelitian ini berlokasi di Bogor (Jawa Barat), Sema- 
rang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), Palembang (Sumatra 
Selatan), Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kali- 
mantan Barat), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). 

Sementara itu, variabel, dimensi, dan indikator GK Ecopos 
pada Bab III berasal dari persepsi sampel responden tanpa mem- 
perhatikan status pekerjaan dan/atau kategori tertentu, pada Bab 
IV sampai Bab VIII diungkapkan persepsi responden menyangkut 
GK dan kemiskinan Ecopos dari perspektif pekerja sektor infor- 
mal, nasabah kredit usaha rakyat (KUR), petani berlahan marginal, 
petani penerima inovasi pertanian dalam program Sistem Inovasi 
Daerah (SIDa) dan penduduk miskin yang tinggal di daerah ren- 
tan perubahan iklim. 

Bab IV, misalnya, membahas upaya pencapaian kerja layak 
melalui penanggulangan kemiskinan Ecopos di sektor informal. 
Dalam bab ini antara lain dijelaskan konsep dan dimensi kerja 
layak. Dilanjutkan dengan uraian konsep kemiskinan Ecopos 
dengan kerja layak dan bagaimana implikasi dan strategi penang- 
gulangan kemiskinan Ecopos untuk mencapai kerja layak bagi 
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sektor informal. Pemilihan kategori pekerja informal ini didasar- 
kan pada alasan bahwa pekerjaan informal cenderung didominasi 
oleh penduduk miskin untuk bertahan hidup. Bahkan, banyak dari 
pekerja informal telah berhasil memperoleh pendapatan/ 
pengeluaran di atas GK resmi BPS. Dengan adanya catatan terse- 
but, diyakini pekerja informal mempunyai persepsi dan gagasan 
tentang dimensi dan indikator dari setiap variabel Ecopos yang 
perlu dipertimbangkan dalam penetapan kemiskinan Ecopos dan 
GK Ecopos. 

Bab V mengungkapkan persepsi responden sebagai nasabah 
kredit usaha rakyat (KUR) terkait dimensi Ecopos dalam pengen- 
tasan masyarakat dari kemiskinan. Dalam bab ini, dikaji kinerja 
KUR dalam penanggulangan kemiskinan dan dimensi Ecopos 

(empowerment, capability, opportunity, dan security) dalam 
program KUR. Namun, sebelum kedua pokok tersebut diung- 
kapkan, diberikan latar belakang singkat tentang perkembangan 
kemiskinan dan aksesibilitas KUR dalam mengatasi kemiskinan 
serta bagaimana kinerja finansial program KUR dalam mengatasi 
kemiskinan. Pemilihan unit analisis nasabah KUR di sektor infor- 
mal juga atas pertimbangan bahwa nasabah KUR umumnya juga 
didominasi oleh penduduk miskin. Nasabah KUR melakukan pin- 
jaman kredit agar dapat keluar dari kemiskinan. 

Bab VI membahas hasil penelitian terkait kemiskinan Ecopos 
dalam pemilikan aset tanah/lahan pertanian (agraria). Perhatian 
terhadap masalah pemilikan aset tanah ini antara lain disebabkan 
eratnya hubungan antara kemiskinan dan pemilikan lahan oleh 
petani. Akibatnya, banyak petani atau penduduk desa yang harus 
bermigrasi ke kota dan hidup di perkampungan kumuh atau 
bantaran sungai/kali atau tanah-tanah milik perusahaan negara 
yang belum digunakan. Pada akhirnya, kemiskinan di perdesaan 
berpindah ke perkotaan. Oleh karena itu, pemahaman GK dan 
kemiskinan Ecopos dari petani yang berlahan marginal ditelusuri 
dalam bab ini. Adapun materi yang dibahas di sini antara lain 
menyangkut relasi pemilikan lahan dan kemiskinan, implikasi 
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ketiadaan lahan dan target reforma agraria, serta bagaimana pen- 
tingnya aset dan akses lahan sebagai faktor kunci reforma agraria. 

Bab VII ditujukan untuk mendiskusikan dimensi dari tiap 
variabel Ecopos untuk mengoptimalkan SIDa bagi pengentasan 
petani dari kemiskinan. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan 
penjelasan menyangkut pelaksanaan SIDa, kemudian diuraikan 
tentang dimensi dari tiap variabel Ecopos untuk optimalisasi SIDa 
dalam pengentasan petani dari kemiskinan dan bagaimana impli- 
kasi Ecopos dalam pelaksanaan SIDa. Program SIDa ini ditetap- 
kan oleh pemerintah sebagai salah satu strategi percepatan pe- 
ngurangan kemiskinan petani. Dalam program ini, sistem inovasi 
daerah yang diperkenalkan ialah penggunaan teknologi pertanian 
di dua daerah, yakni Kabupaten Subang, Jawa Barat; dan Kabu- 
paten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua kabupaten ini 
dipilih karena telah melakukan pelaksanaan SIDa di sektor perta- 
nian. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah 

FGD (focus group discussion) dengan Petugas Penyuluh Lapangan 
(PPL), khususnya di Kecamatan Pagaden dan Patok Besi, serta 
dengan Pemerintah Kabupaten Subang, yang diwakili oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun di Kabu- 
paten Belu, NTT, pengumpulan data melalui FGD dilakukan 
dengan petani sasaran kegiatan, sementara dialog interaktif di- 
laksanakan dengan pemerintah daerah dan dengan para tokoh 
masyarakat. 

Bab VIII berisi pembahasan menyangkut dimensi dari tiap 
variabel Ecopos yang harus diakomodasi dalam strategi adaptasi 
dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk mengurangi kemis- 
kinan. Sumber data untuk mendiskusikan hal tersebut diperoleh 
dari hasil penelitian yang dilakukan di kawasan Cagar Biosfer Lore 
Lindu, Sulawesi Tengah, dan kawasan Cagar Biosfer Wakatobi, 
Sulawesi Tenggara. Data yang dimaksudkan dikumpulkan dari 
hasil pengamatan langsung, wawancara menggunakan daftar per- 

tanyaan, dan focus group discussion (FGD) dengan narasumber 
terpilih di kedua kawasan. Pemilihan kedua kawasan sebagai lokus 
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penelitian didasarkan, antara lain, pada pertimbangan sebagai 
berikut. Pertama, kedua kawasan tersebut dari aspek ekologis 
mewakili tipe ekosistem yang berbeda, yaitu Cagar Biosfer Lore 
Lindu, Sulawesi Tengah, mewakili kawasan terestrial dari dataran 
rendah hingga dataran tinggi. Sementara kawasan Wakatobi, 
Sulawesi Tenggara, mewakili kawasan pulau-pulau kecil, pantai, 
dan wilayah laut. Kedua, dua kawasan tersebut dapat memberi- 
kan gambaran data dan informasi yang lebih bervariasi tentang 
pengetahuan masyarakat lokal mengenai cara pengelolaan sum- 
ber daya alam hayati, kegiatan produksi, serta strategi adaptasi 
dan mitigasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim di 
kawasan tersebut. 

Akhirnya, pada Bab IX diungkapkan catatan akhir dari seluruh 
pembahasan dari bab-bab sebelumnya untuk mempertajam kem- 

bali konsep GK dan Kemiskinan Ecopos. Catatan akhir dalam bab 
ini diawali dengan apa yang dimaksud sebagai GK Ecopos dengan 
segala dimensi dan indikator yang diungkapkan dalam literatur. 
Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan temuan hasil peneliti- 
an lapangan yang terkait dengan dimensi dan indikator dari GK 
Ecopos dan pemahaman kemiskinan Ecopos oleh pekerja di 
sektor informal, nasabah KUR, petani berlahan marginal, petani 
penerima SIDa, dan penduduk di kawasan rentan perubahan 
iklim. Selanjutnya, ditutup dengan kesimpulan dan implikasi dari 
temuan hasil penelitian ini dalam menetapkan strategi dan kebi- 

jakan penanggulangan kemiskinan Ecopos. 
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BAB III 
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A.  PENGANTAR 

Seperti sudah dibahas di akhir Bab II, garis kemiskinan (GK) 
resmi yang hanya berbasis pengeluaran (unidimensional) sudah 
disadari memiliki kelemahan yang perlu dilengkapi. Dengan kata 
lain, estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin di 
Indonesia bisa tidak secara komprehensif mencerminkan realitas 
kemiskinan yang dihadapi penduduk, yang sebenarnya bersifat 
multidimensi. Di samping itu, walaupun kemiskinan multidimensi 
telah dilakukan BPS (dalam Ningrum, Thaariq, Sagala, & Aidha, 
2019), serta Budiantoro (2015), cakupan dimensi yang digunakan 
masih terbatas pada pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. 
Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan yang cakupannya lebih 
luas, atau dalam buku ini disebut dengan Pengukuran Ecopos 

(empowerment, capability, opportunity, dan security), penting 
untuk dikaji secara detail dan mendalam. 

Namun, sebelum detail pembahasan dari variabel, dimensi, 
dan indikator GK Ecopos didiskusikan lebih lanjut, di bagian sub- 
bab B berikut ini dijelaskan terlebih dahulu secara singkat menge- 
nai latar belakang apa dan mengapa konsep GK Ecopos diunggul- 
kan di dalam literatur. Kemudian, di bagian subbab C dilanjutkan 
pembahasan menyangkut dimensi dan indikator-indikator dari 
tiap variabel Ecopos yang diungkapkan dalam literatur-literatur. 

 
49 
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Setelah itu, pembahasan berikutnya menyangkut temuan hasil 
penelitian lapangan terkait variabel, dimensi, dan indikator dalam 
menentukan GK Ecopos di subbab D. Akhirnya, kesimpulan dari 
bab ini diberikan di subbab E. 

Untuk dicatat di sini, pembahasan dan argumentasi yang di- 
ungkapkan dalam bab ini bersumber dari hasil temuan lapangan 
melalui survei kualitatif dan kuantitatif, baik dengan cara wawan- 

cara mendalam, focus group discussion (FGD), maupun penyebar- 
an daftar pertanyaan, kepada sampel 100 rumah tangga miskin 
dan nonmiskin di tiap daerah perkotaan dan daerah perdesaan 
pada 2015. Daerah perkotaan dan perdesaan terpilih sebagai lo- 
kasi penelitian ialah Kota Surabaya, Jawa Timur; Kota Semarang, 
Jawa Tengah; dan Desa Babakan Pendeuy, Bogor, Jawa Barat. 
Lokasi ini dipilih terutama karena penelitian yang sebelumnya 
dilakukan pada 2013 dan 2014. Juga karena pemilihan lokasi kota 
dan desa ini diyakini dapat mewakili respons dari masyarakat kota 
dan desa. Sementara itu, para narasumber yang dilibatkan dalam 
diskusi melalui FGD tidak hanya terbatas pada kalangan akademi- 
si dari berbagai disiplin ilmu, khususnya disiplin ilmu sosiologi, 
antropologi, dan ekonomi, tetapi juga para praktisi dan birokrat 
yang berasal dari satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD) di 
tiga provinsi tersebut di atas. 

Selain itu, FGD dilakukan dengan narasumber yang berasal 
dari lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi masyarakat 
lainnya. Catatan, untuk diketahui, selain lokasi penelitian di Jawa 
tersebut, penelitian lapangan telah dilakukan di daerah perdesaan 
dan perkotaan di luar Jawa, seperti Palembang, Sumatra Selatan; 
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; 
dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. 

Adapun lokasi penelitian di Provinsi Sumatra Selatan adalah 
Kota Palembang, sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Ka- 
limantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing adalah 
kota kecil Gowa, Kota Pontianak, dan Lombok Barat. Pemilihan 
lokasi penelitian ini terutama berdasarkan pada masukan pihak 
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Kantor Statistik BPS setempat. Di Kota Palembang, misalnya, 
proporsi penduduk miskin sampai 2019 masih di atas dua digit, 
yakni sebesar 13,56%. Angka ini bahkan di atas angka kemiskinan 
di Provinsi Sumatra Selatan sebesar 12,82%. Demikian pula di 
Lombok Barat (NTB) dan kota kecil Gowa (Sulawesi Selatan), 
angka kemiskinan sampai 2018 masing-masing masih di atas 
angka kemiskinan nasional, yakni 15,20% dan 11,23% (BPS, 2018). 

Dalam operasionalisasi variabel, dimensi, dan indikator GK 

Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan security) ha- 
rus diakui tidak sepenuhnya berasal dari pikiran narasumber dan 
para peserta FGD, tetapi juga menggunakan konfirmasi rujukan 
literatur. Hal ini dimaksudkan agar variabel, dimensi, dan indika- 
tor dari GK Ecopos yang ditemukan dalam penelitian ini dapat 
dikonfirmasi dengan variabel, dimensi, dan indikator Ecopos yang 
diungkapkan dalam literatur. Dengan demikian, hasil penelitian 
ini dapat memperluas dan atau mengkritisi GK Ecopos yang di- 
ungkapkan dalam literatur dan sekaligus menetapkan variabel, 
dimensi, dan indikator GK Ecopos yang bersifat spesifik dan khas 
untuk Indonesia. 

B. APA DAN MENGAPA GK ECOPOS? 

Konsep dan pemikiran penetapan GK Ecopos (empowerment, 

capability, opportunity, dan security), sesuai dengan sebutannya, 
bukan berasal dari Indonesia. Konsep dan pemikiran GK Ecopos 
juga bukan merupakan konsep dan pemikiran yang serta-merta 
timbul dalam pengukuran kemiskinan. Dalam literatur, konsep ini 
diungkapkan bermula dari ketidakpercayaan atau kegagalan dari 
peran modal melalui investasi fisik dan infrastruktur sebagai cara 
utama dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan di satu pihak 
dan pencapaian tujuan pembangunan di lain pihak. Bank Dunia 
(1971) melalui World Development Report pada 1970, mi- salnya, 
menyatakan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak 
cukup hanya diatasi dengan penyediaan modal, tetapi juga melalui 
perbaikan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan 
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kesehatan tidak hanya penting dalam meningkatkan kualitas sum- 
ber daya manusia, tetapi juga dalam meningkatkan produktivitas 
dan pendapatan penduduk miskin. 

Namun, pemikiran terhadap strategi penanggulangan kemis- 
kinan melalui satu dimensi modal/kapital tersebut hanya mampu 
berusia 10 tahun. Pada 1980, Bank Dunia kembali melakukan per- 
ubahan strategi pengentasan masyarakat dari kemiskinan dengan 
menekankan pentingnya peran perbaikan manajemen ekonomi 
dan ekonomi pasar dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. 
Latar belakang pentingnya strategi ini didasarkan pada terjadinya 
perbedaan hasil pembangunan akibat krisis utang dan resesi 
global di negara Asia Timur, Amerika Latin, Asia Selatan, dan 
negara Afrika lainnya. Dalam konteks ini, negara-negara di Asia 
Timur dan Amerika Latin menunjukkan keberhasilan dalam pe- 
ngentasan masyarakat dari kemiskinan melalui perbaikan mana- 
jemen ekonomi dan pengembangan ekonomi pasar, sedangkan 
negara Asia Selatan dan Afrika relatif lambat dalam mengentaskan 
penduduknya dari kemiskinan melalui upaya peningkatan kuali- 
tas pendidikan dan kesehatan (Bank Dunia, 2000). 

Kemudian, bandul strategi pengentasan penduduk dari ke- 
miskinan berubah kembali memasuki awal 1990. Dalam World 
Development Report pada 1990, Bank Dunia (1991) menekan- 
kan pentingnya dua strategi dalam pengentasan penduduk dari 
kemiskinan. Kedua strategi tersebut adalah strategi promosi 
pertumbuhan berbasis pemanfaatan tenaga kerja dan investasi 
infrastruktur serta strategi penyediaan kebutuhan dasar bagi 
penduduk miskin melalui peningkatan kualitas pendidikan dan 
kesehatan. 

Namun, pada akhir 1990, terjadi lagi perubahan pemikiran 
dalam strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan. Perubahan 
ini tidak hanya merupakan akibat banyaknya bukti dan pengala- 
man pada tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan tidak op- 
timalnya kedua strategi di atas dalam pengentasan penduduk dari 
kemiskinan di satu pihak dan adanya perubahan ekonomi berbagai 
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negara sebagai akibat globalisasi ekonomi. Adapun strategi yang 
disarankan oleh Bank Dunia untuk mengentaskan penduduk dari 
kemiskinan tidak lagi didasarkan pada pendekatan ekonomi sema- 
ta, tetapi lebih dikhususkan pada tiga strategi, yaitu strategi penye- 

diaan kesempatan bagi penduduk miskin (promoting opportunity 
strategy), pemfasilitasan pemberdayaan penduduk miskin (facili- 
tating empowerment strategy), dan perluasan keamanan (enhancing 
security). Penjelasan detail dari uraian ini dapat dibaca dalam World 
Development Report 2000/2001 (Bank Dunia, 2001). 

Perubahan strategi pengentasan penduduk dari kemiskinan 
juga mendapat dukungan dari Amartya Sen (1999) dalam buku- 
nya, Development as Freedom. Menurutnya, selain tiga variabel 

yang menyangkut ketiadaan kesempatan (lack of opportunity), 

rendahnya keberdayaan (low empowerment), dan keadaan tidak 

aman (insecurity), faktor kapabilitas (capabilities) juga harus 
dilihat dalam upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan. 
Pentingnya akomodasi keempat variabel tersebut dalam penetapan 
GK juga disepakati, antara lain, oleh Van Praag, Bernard, & 
Carbonnel (2006), Clark (2005), dan Wagle (2002). 

Van Praag dkk. (2006), misalnya, menegaskan bahwa peng- 
ukuran GK yang mengakomodasi keempat variabel Ecopos lebih 
komprehensif bukan hanya dalam upaya memperoleh data pen- 
duduk miskin yang lebih tepercaya, melainkan juga dapat meng- 
ungkapkan persoalan dasar yang dihadapi penduduk miskin. Bah- 
kan, Wagle (2002) tidak hanya menekankan pentingnya variabel 

kapabilitas (capability), tetapi juga variabel keterkucilan sosial 

(social exclusion) yang banyak berkaitan dengan masalah sosial, 
budaya, dan politik. Dengan demikian, GK yang ditetapkan dalam 
kebijakan dan program pengentasan penduduk dari kemiskinan 
akan lebih berkualitas, adil, dan sesuai dengan persoalan nyata 
yang dihadapi penduduk miskin. Itulah sebabnya GK Ecopos di- 
rekomendasikan untuk digunakan dalam mengukur jumlah pen- 
duduk miskin, khususnya di negara-negara anggota Bank Dunia. 
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C.APA DIMENSI DAN INDIKATOR GK ECOPOS? 

Seperti diuraikan di atas, penetapan GK berbasis Ecopos men- 
jadi cara yang paling komprehensif saat ini. Namun, penetapan 
hierarki variabel mana dan apa yang harus didahulukan dan/atau 
dilakukan pertama dari variabel Ecopos untuk mengentaskan 
masyarakat dari kemiskinan tidak mudah. Hal ini terjadi karena 
tiap variabel Ecopos tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi 
juga mempunyai keterkaitan satu sama lain. Jika misalnya variabel 

GK hanya mengakomodasi perluasan kesempatan (opportunity) 
berbasis indikator jumlah aset dan ketersediaan akses pasar pen- 
duduk miskin, kedua indikator ini juga berimplikasi terhadap vari- 

abel keberdayaan (empowerment) penduduk miskin sebagai akibat 
menguatnya posisi tawarnya. Keadaan ini selanjutnya berdampak 
pada variabel keamanan (security) penduduk miskin. Hal ini terja- 

di karena aset tersebut menjadi pelindung (security) kemiskinan. 

Demikian pula jika variabel yang diakomodasi dalam penang- 
gulangan kemiskinan difokuskan pada indikator penguatan insti- 

tusi demokrasi dan memberdayakan penduduk miskin (empow- 
erment), misalnya dengan menghapuskan diskriminasi peraturan 
yang menghambat penduduk miskin, hal ini berarti penduduk 
miskin dapat memperoleh kesempatan (opportunity) untuk be- 
rusaha keluar dari perangkap kemiskinan. Karena setiap variabel, 
dimensi, dan indikator Ecopos mempunyai kaitan satu sama lain, 
GK Ecopos harus merupakan satu paket. 

Dari catatan World Development Report pada 2000 (Bank 
Dunia, 2001), diungkapkan bahwa setiap variabel Ecopos memi- 
liki banyak dimensi dan indikator. Variabel keberdayaan atau em- 
powerment, misalnya, didefinisikan memiliki enam dimensi dan 
indikator. Adapun definisi yang spesifik menjelaskan apa yang 
dimaksud dengan pemberdayaan beserta dimensi-dimensinya ti- 
dak dijelaskan secara detail dalam sumber rujukan tersebut. Oleh 
karena itu, definisi operasional variabel pemberdayaan dalam 
penelitian ini sepenuhnya hanya berdasarkan pada dimensi dan 
indikatornya. 



Variabel, Dimensi, dan Indikator... 55  

Tabel 3.1. Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Keberdayaan 

Variabel Dimensi Daftar Pertanyaan 

Keberdayaan 
(Empowerment) 

Hak Berpolitik 
(Democracy) 

 
 
 

 
Pelayanan 
Publik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kesetaraan 
Gender 

 

Kesetaraan 
Hukum 

 

Keterbatasan 
Fisik 

 

Hubungan 
Sosial 

- Apakah responden dewasa 
memiliki hak suara untuk memilih 
dan dipilih dalam pemilu? 

- Apakah responden pernah 
mendapat halangan saat 
menyuarakan pendapat? 

- Bagaimana kualitas dan keterse- 
diaan pelayanan publik (seperti 
pendidikan dan kesehatan) yang 
diberikan oleh pemerintah pusat/ 
daerah? 

- Apakah responden mampu 
menjangkau akses-akses 
penanggulangan kemiskinan yang 
diselenggarakan pemerintah? 

- Apakah ada anggota rumah tangga 
responden yang pernah mendapat 
perlakuan berbeda terkait gender? 

- Apakah responden pernah meng- 
alami perlakuan yang berbeda/ 
tidak adil terkait dengan hukum? 

- Apakah ada anggota rumah tangga 
responden yang memiliki keterba- 
tasan (cacat) fisik? 

- Apakah responden memiliki 
kendala dalam hubungan sosial 
kemasyarakatan? 

- Apakah responden memiliki relasi 
(jaringan) yang luas? 

 
 

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan 
dalam World Development Report. Untuk keperluan pengumpulan data, setiap indikator 

diubah menjadi pertanyaan. 

Sumber: Bank Dunia (2000) 
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Variabel pemberdayaan (empowerment) didefinisikan dalam 
enam dimensi dan sembilan indikator. Dimensi tersebut adalah 
hak berpolitik, pelayanan publik, kesetaraan gender, kesetaraan 
hukum, keterbatasan fisik, dan hubungan sosial. Setiap dimensi 
memiliki beragam indikator yang bertujuan mempertajam peng- 
ukuran setiap dimensi. Dimensi hak berpolitik, misalnya, memi- 
liki dua indikator untuk mengukurnya, yaitu hak memiliki suara 
dan hambatan untuk menyuarakan pendapat. Detail dari dimensi 
dan daftar pertanyaan untuk indikator variabel keberdayaan 

(empowerment) diberikan pada Tabel 3.1. 

Berbeda dengan jumlah dimensi dan indikator dari variabel 
keberdayaan (empowerment), variabel kemampuan (capability) 
didefinisikan dalam tiga dimensi, yaitu kecukupan, harga diri, dan 
kebebasan. Sementara itu, indikator dari dimensi kecukupan 
didefinisikan khususnya memiliki jumlah indikator yang banyak. 
Hal ini tidak mengherankan karena dimensi kecukupan tidak 
hanya menyangkut kecukupan pangan, tetapi juga menyangkut 
kecukupan nonpangan yang dibutuhkan penduduk. Kecukupan 
nonpangan yang dimaksudkan antara lain kecukupan pakaian, pe- 
rumahan, dan kesehatan, ataupun pendidikan. Detail dari semua 
indikator yang disusun dalam bentuk daftar pertanyaan dari tiap 

dimensi untuk mendefinisikan variabel kemampuan (capability) 
dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Namun, harus dicatat di sini bahwa tidak semua dimensi dan 
indikator untuk menjelaskan variabel kemampuan diambil dari 
indikator yang dikemukakan oleh Sen (1999). Ada beberapa in- 
dikator yang diungkapkan dalam dimensi kecukupan, khususnya 
yang disesuaikan dengan temuan penelitian lapangan sebelum- 
nya (Firdausy, 2015a; 2015b). Sementara itu, semua indikator 
dalam dimensi harga diri dan kebebasan diambil dari konsep yang 
ditetapkan oleh Sen (1999). Hal ini terjadi karena indikator- 
indikator dalam dimensi kecukupan tersebut dikonfirmasi dari 
temuan penelitian sebelumnya yang penting untuk diakomodasi 
dalam konteks dimensi kecukupan dari variabel kemampuan. 
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Tabel 3.2 Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Kemampuan 
(Capability) 

Variabel Dimensi Daftar Pertanyaan 

Kemampuan 
(Capability) 

Kecukupan - Dalam 12 bulan terakhir, apakah respon- 
den pernah mengalami kekurangan 
bahan makanan sehingga tidak mampu 
memenuhi kebutuhan pangan? 

- Apakah rumah tangga responden bisa 
mendapatkan air yang bersih untuk air 
minum? 

- Apakah anggota rumah tangga memiliki 
pakaian layak pakai minimal tiga pasang? 

- Apakah tempat tinggal responden layak 
huni (luas bangunan/anggota rumah 
tangga, lantai, atap, dan sebagainya)? 

- Apakah tanah dan bangunan yang dihuni 
responden merupakan milik sendiri? 

- Apakah ada anggota rumah tangga 
yang tidak mampu berobat ke fasilitas 
kesehatan dasar? 

- Apakah ada bayi/balita yang kekurangan 
gizi? 

- Apakah ada bayi/balita yang meninggal? 
- Apakah ada anggota rumah tangga yang 

terkena penyakit parah? 
- Apa tingkat pendidikan tertinggi 

dari anggota rumah tangga dewasa 
(perolehan ijazah terakhir)? 

 
 

Harga Diri - Apakah responden puas terhadap kondisi 
saat ini? 

- Apa motivasi responden untuk mengem- 
bangkan diri? 

- Apakah responden pernah mengalami 
tindakan pelecehan? 
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Kebebasan - Apakah responden memiliki kebebasan 
dalam menyuarakan pendapat? 

- Apakah responden memiliki kebebasan 
untuk memilih dalam berpolitik? 

- Apakah responden memiliki hak yang 
sama untuk dipilih dalam berpolitik? 

- Apakah anggota rumah tangga perem- 
puan pernah mengalami perbedaan 
perlakuan terkait gender? 

- Apakah responden pernah mengalami 
tindakan kejahatan di lingkungan sekitar 
responden? 

- Apakah responden memperoleh per- 
  lakuan hukum yang sama di masyarakat?  

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan 
dalam Sen (1999). Untuk keperluan pengumpulan data, setiap indikator diubah menjadi 

pertanyaan. 

Sumber: Sen (1999) 

 

Adapun contoh indikator dari dimensi kecukupan dimaksud 
antara lain menyangkut kecukupan pakaian, rumah layak huni, 
aset tanah dan bangunan, ketidakmampuan berobat, serta akses 
terhadap pendidikan. 

Hal yang sama ditemukan untuk variabel kesempatan 

(opportunity). Definisi kesempatan juga hanya diungkapkan da- 
lam bentuk dimensi dan indikator. Namun, dalam hal ini, tidak 
semua indikator dari ketujuh dimensi dalam variabel kesempatan 
diambil dari World Development Report 2000 (Bank Dunia, 
2000). Dalam hal dimensi kesempatan kerja, misalnya, indikator 
yang berhubungan dengan usia produktif, ketersediaan lapangan 
pekerjaan, dan jenis pekerjaan mayoritas penduduk merupakan 
indikator yang diperoleh dari hasil FGD dengan narasumber 
dalam penelitian ini (Tabel 3.3). 

Begitu pula indikator dalam dimensi akses pelatihan bisnis, 
akses jalan, dan akses terhadap listrik/energi. Beberapa indikator 
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dalam tiap dimensi tersebut berbeda dengan indikator dalam tiap 
dimensi yang diungkapkan dalam literatur. Hal ini mengindikasi- 
kan adanya kekhasan indikator dalam dimensi akses pelatihan 
bisnis, akses jalan, dan akses terhadap listrik/energi yang menjadi 
temuan penelitian ini. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa 
penggunaan dimensi dan indikator yang diungkapkan dalam ru- 
jukan literatur perlu disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi 
dan lingkungan budaya Indonesia. Bahkan, dalam konteks ini, 
temuan penelitian ini dapat melengkapi dimensi dan indikator 
yang diungkapkan dalam literatur. 

Adapun indikator yang berkaitan dengan dimensi akses pasar, 
pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, serta akses terha- 
dap jaringan telekomunikasi yang ditemukan dalam penelitian ini 
ternyata juga sesuai dengan indikator dari dimensi yang diung- 
kapkan dalam World Development Report 2000 (Bank Dunia, 
2000). Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya 
mengonfirmasi pentingnya indikator-indikator dari tiap dimensi 
dalam variabel kesempatan yang diungkapkan Bank Dunia (2001), 
tetapi juga sekaligus memodifikasi indikator-indikator dari di- 
mensi akses pelatihan bisnis, akses jalan, dan akses terhadap 
listrik/energi dalam variabel kesempatan. Dengan catatan, semua 
indikator yang diungkapkan di atas untuk keperluan penelitian ini 
diubah menjadi daftar pertanyaan. 

Tabel 3.3 Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator Kesempatan 

Variabel Dimensi Daftar Pertanyaan 

Kesempatan 
(Opportu- 
nity) 

Akses Kredit - Apakah rumah tangga ini pernah 
memperoleh pinjaman kredit dari 
lembaga keuangan formal? 

- Untuk keperluan apa kredit tersebut 
dipergunakan? (kredit konsumtif atau 

  produktif)  
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Kesempatan 
Kerja 

 
 
 
 
 
 
 

Akses 
Jaringan 
Telekomuni- 
kasi 

 

 
Akses 
Pelatihan 
Bisnis 

- Apakah ada anggota rumah tangga di 
usia produktif (15–64 tahun) yang tidak 
bekerja? 

- Apa yang menyebabkan ART tersebut 
tidak bekerja? 

- Bagaimana ketersediaan lapangan 
pekerjaan di daerah responden? 

- Apa pekerjaan mayoritas penduduk di 
lokasi responden? 

- Apakah rumah tangga ini memiliki 
jaringan internet? 

- Untuk keperluan apa biasanya jaringan 
internet dipergunakan? 

- Apakah tempat tinggal responden sudah 
terhubung dengan jaringan telepon? 

- Apakah rumah tangga ini pernah 
memperoleh pelatihan bisnis? 

- Bagaimana jarak dari tempat tinggal 
menuju pelatihan bisnis tersebut? 

 

Akses Jalan - Apakah tempat tinggal responden sudah 
terhubung dengan pusat bisnis, sekolah, 
rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya? 

- Bagaimana jarak dari tempat tinggal 
responden menuju pusat bisnis, sekolah, 
rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya? 

 

- Bagaimana kondisi jalan di sekitar 
tempat tinggal responden? 

- Apakah ada fasilitas angkutan/ 
transportasi umum yang menghubung- 
kan antara tempat tinggal responden 
dengan pusat bisnis, sekolah, rumah 
sakit, dan fasilitas sosial lainnya? 

 

Akses 
Listrik/ 
Energi 

- Apakah tempat tinggal responden 
memiliki kendala dalam menjangkau 
akses kelistrikan? 

- Apakah tempat tinggal responden jauh 
dari akses pembelian bahan bakar, 
seperti BBM, gas, dan sebagainya? 
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Akses Pasar, 
Pendidikan, 
Kesehatan, 
Sanitasi, dan 
Air Bersih 

- Apakah di sekitar tempat tinggal respon- 
den terdapat pasar untuk memasarkan 
hasil produksi responden? 

- Apakah responden mampu meman- 
faatkan pasar untuk memasarkan hasil 
produksi? 

- Apakah di sekitar tempat tinggal 
responden terdapat sekolah atau 
lembaga pendidikan lainnya? 

- Apakah responden mampu bersekolah? 
- Apakah di sekitar tempat tinggal 

responden terdapat puskesmas, rumah 
sakit, atau fasilitas kesehatan lainnya? 

- Apakah responden mampu berobat di 
rumah sakit tersebut? 

- Apakah di sekitar tempat tinggal respon- 
den terdapat sistem sanitasi dan air 
bersih yang baik? 

- Apakah responden mampu memanfaat- 
kan fasilitas sanitasi dan air bersih yang 

  ada?  

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan 
dalam World Development Report 2000. Untuk keperluan pengumpulan data, setiap 
indikator diubah menjadi pertanyaan. 

Sumber: Bank Dunia (2000) 

 
Untuk dimensi dan indikator dalam variabel keamanan 

(security), semua sampel responden dan FGD di lokasi penelitian 
nyaris tidak secara eksplisit mengungkapkan pentingnya variabel, 
dimensi, dan indikator keamanan dalam menetapkan GK Ecopos. 

Variabel keamanan (security) didefinisikan meliputi empat dimen- 
si dan delapan indikator. Dimensi dan indikator yang diubah da- 
lam bentuk daftar pertanyaan dipersepsikan tidak mutlak penting 
dalam penetapan GK Ecopos, tetapi lebih bersifat perlu (necessary 
conditions). Barangkali temuan ini tidak mengherankan karena 
responden beranggapan variabel keamanan beserta dimensi dan 
indikator yang ditentukan dalam literatur merupakan tanggung 
jawab dan kewajiban pemerintah yang diperuntukkan bagi setiap 
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warga negara. Detail dimensi dan indikator yang diubah dalam 
bentuk pertanyaan dari variabel keamanan yang ditetapkan da- 
lam literatur dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel, di- 
mensi, dan indikator Ecopos yang perlu diakomodasi dalam me- 
netapkan GK Ecopos tidak dapat digeneralisasi atau seluruhnya 
sama dengan yang diungkapkan dalam literatur, tetapi bervariasi 
sesuai dengan karakteristik lokasi kemiskinan berada. Dalam pe- 

nelitian ini, ditemukan bahwa variabel keamanan (security) tidak 
atau belum mutlak perlu digunakan sebagai variabel yang harus 
ditetapkan dalam GK Ecopos untuk mengukur proporsi dan jum- 
lah penduduk miskin. Variabel keamanan dipersepsikan sebagai 
variabel yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban peme- 
rintah kepada setiap warga negara Indonesia. Untuk variabel ke- 

berdayaan (empowerment), kemampuan (capability), dan kesem- 

patan (opportunity), ditemukan mutlak perlu diakomodasi dalam 
penetapan garis kemiskinan Ecopos. Lantas, bagaimana hierarki 
dan ranking (peringkat) dari variabel, dimensi, dan indikator da- 
lam menetapkan GK Ecopos? 

D. HIERARKI SERTA RANKING VARIABEL, 
DIMENSI, DAN INDIKATOR GK ECOPOS 

Penetapan hierarki dan ranking dari variabel, dimensi dan indika- 
tor dalam GK Ecopos penting diungkapkan di sini. Paling tidak di- 
maksudkan untuk tiga tujuan. Pertama, untuk menajamkan dan/ 
atau memilah variabel, dimensi, dan indikator yang harus diperha- 

tikan dan/atau merupakan necessary condition dalam penetapan 

GK Ecopos. Kedua, untuk mengonfirmasi hasil temuan penelitian 
ini dengan temuan empiris yang diungkapkan dalam literatur 
terdahulu menyangkut tambahan atau pengurangan variabel, di- 
mensi, dan indikator dalam penetapan GK Ecopos khas Indonesia. 
Ketiga, untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program 
pengentasan penduduk dari kemiskinan secara lebih tepat. 
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Tabel 3.4. Variabel, Dimensi, dan Daftar Pertanyaan untuk Indikator 
Keamanan  

Variabel Dimensi Daftar Pertanyaan 

Keamanan 
(Security) 

Kerentanan 
terhadap Krisis 
Keuangan 

 
 
 
 

Kerentanan 
terhadap 
Bencana 

Kerentanan 
terhadap 
Konflik Sosial 

 

 
Kerentanan 
terhadap 
Penyakit 

- Apakah responden memiliki pekerjaan 
tetap? 

- Apakah responden memiliki 
penghasilan tetap setiap bulannya? 

- Apakah responden terkena dampak 
adanya krisis keuangan pada 
1998/2008? 

- Apakah tempat tinggal responden 
berada dalam lokasi yang rawan terjadi 
bencana? 

- Apakah di sekitar tempat tinggal 
responden rentan terjadi konflik sosial? 

- Apakah responden pernah mengalami 
tindak kejahatan di sekitar tempat 
tinggal responden? 

- Apakah ada anggota rumah tangga 
responden yang terkena penyakit 
menular atau penyakit berat? 

- Apakah lingkungan sekitar rumah 
  responden rentan terhadap penyakit?  

Catatan: Daftar pertanyaan dalam kolom ini awalnya berupa indikator yang diungkapkan 
dalam World Development Report (2000). Untuk keperluan pengumpulan data, setiap 

indikator diubah menjadi pertanyaan. 

Sumber: Bank Dunia, 2000. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa keempat variabel 

Ecopos dipersepsikan tidak dapat dibuat ranking atau hierarki se- 
cara tegas dalam penetapan GK Ecopos. Hal ini mengindikasikan 
bahwa keempat variabel secara umum memiliki tingkat kepen- 
tingan yang sama (indifference) untuk diakomodasikan dalam GK 
Ecopos. Temuan ini juga mengonfirmasi pernyataan Bank Dunia 
(2000) dalam World Development Report 2000 sebagai berikut. 
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“There  is  no  hierarchy  of  importance.  The  elements 
are deeply complementary. Each part of the strategy 
affects underlying causes of poverty addressed by the 
others.” 

Namun, berbeda dengan catatan World Development Report 
2000, dari keempat konsep Ecopos tersebut, variabel security rela- 
tif tidak dianggap sebagai variabel yang mutlak harus dimasukkan 

ke penetapan GK Ecopos, tetapi sebagai kondisi yang diperlukan 
(necessary condition) atau dapat disebut juga sebagai comple- 
mentary factors dalam pengentasan penduduk dari kemiskinan. 
Hal ini tidak mengherankan karena dimensi dan indikator dari 
variabel keamanan tersebut tidak hanya merupakan kebutuhan 
penduduk miskin, tetapi juga penduduk non-miskin. Dengan kata 
lain, dimensi dan indikator dari variabel keamanan ini merupakan 
dimensi dan indikator yang bersifat community atau common 
right atau juga public right dan bukan terkait dengan kebutuhan 

dan hak orang per orang (individual right) sehingga tidak mutlak 
harus diakomodasi dalam penetapan GK Ecopos. 

Berbeda dengan variabel, dimensi, dan indikator keberdayaan 

(empowerment), temuan penelitian ini tidak hanya mengonfirma- 
sikan pentingnya variabel ini, melainkan juga semua dimensi dan 
indikator dari variabel keberdayaan yang ditetapkan literatur 
(Bank Dunia, 2000) dalam merumuskan GK Ecopos. Keseluruhan 
dimensi dan indikator dari variabel keberdayaan yang dimaksud- 
kan adalah keberdayaan berpolitik dan berpendapat, keberdayaan 
memanfaatkan pelayanan publik, keberdayaan kesetaraan gender, 
keberdayaan kesetaraan hukum, keberdayaan fisik, serta keber- 
dayaan kehidupan sosial masyarakat (Tabel 3.1). 

Selain enam dimensi tersebut, temuan penelitian ini menam- 
bahkan tiga dimensi keberdayaan lain yang dipersepsikan penting 
dalam GK Ecopos yang diungkapkan dari hasil FGD. Ketiga di- 
mensi keberdayaan tambahan tersebut adalah keberdayaan mem- 
peroleh lapangan kerja, keberdayaan melakukan dan memperoleh 
kegiatan usaha, serta keberdayaan memenuhi kebutuhan non- 
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makanan. Namun, dari sembilan dimensi variabel keberdayaan di 
atas, ternyata empat dimensi dalam variabel keberdayaan 

(empowerment) tersebut diposisikan wajib oleh peserta FGD 
untuk dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. Keempat dimensi 
keberdayaan tersebut adalah dimensi keberdayaan memenuhi 
kebutuhan pangan, keberdayaan melakukan dan memperoleh 
kegiatan usaha, keberdayaan memperoleh lapangan kerja, serta 
keberdayaan memanfaatkan fasilitas publik. Sementara itu, lima 
dimensi keberdayaan berpolitik, kesetaraan gender, kesetaraan 
hukum, keterbatasan fisik, dan keberdayaan melakukan kehidup- 
an sosial tidak diposisikan sangat diperlukan oleh peserta FDG 
bagi penetapan GK Ecopos. Alasannya, kelima dimensi ini relatif 
diperlukan tidak saja penduduk miskin tetapi juga oleh penduduk 
tidak miskin agar tidak mengalami kehidupan miskin. 

Untuk variabel, dimensi, dan indikator kemampuan (capabil- 
ity), variabel kemampuan perlu dimasukkan ke GK Ecopos. Na- 
mun, dalam hal dimensi dan indikatornya, dimensi yang dipersep- 
sikan penting untuk GK Ecopos adalah dimensi kecukupan. 
Sementara itu, dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu 
dimasukkan dalam GK Ecopos (Tabel 3.2). Penyebab lainnya ada- 
lah dimensi harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang 

bukan merupakan individual right, melainkan lebih merupakan 

community right atau common right seperti halnya dimensi dan 
indikator dari variabel keamanan yang diuraikan di atas. Dengan 
kata lain, harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang tidak 
spesifik hanya dibutuhkan bagi penduduk miskin. 

Untuk dimensi kecukupan, paling tidak terdapat 11 indikator 
yang diungkapkan dalam FGD yang perlu dimasukkan ke pene- 
tapan GK Ecopos. Ke-11 indikator itu terkait dengan kemampuan 
memenuhi kecukupan pangan, air bersih, pakaian layak, tempat 
tinggal, makanan bergizi, kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan/ 
nafkah untuk rumah tangga, pemilikan aset, kecukupan penda- 
patan/pengeluaran, dan pemenuhan kebutuhan sosial kemasyara- 
katan (Tabel 3.2). 
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Namun, jika 11 indikator dari dimensi kecukupan dalam 
variabel kemampuan di atas harus diperingkat berdasarkan pada 
tingkat kepentingan, hasil penelitian ini tidak konklusif. Artinya, 

tidak ada indikator yang harus lebih didahulukan (indifference). 
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan ke-11 indikator 
dalam dimensi kecukupan dinilai memiliki kedudukan yang 
mutlak sama. Implikasi temuan ini adalah dimensi kecukupan 
dengan sebelas indikator yang diberikan pada Tabel 3.2 mutlak 
diperlukan dalam penetapan GK Ecopos sesuai dengan yang di- 
ungkapkan oleh sampel responden dan FGD. 

Selanjutnya, untuk variabel kesempatan (opportunity), pene- 
litian ini menegaskan bahwa variabel ini dengan tujuh dimensi 
dan 25 indikator perlu diperhatikan dalam menetapkan GK 
Ecopos (Tabel 3.3). Tujuh dimensi dari variabel kesempatan yang 
mutlak diperlukan dalam menetapkan GK Ecopos adalah akses 
memperoleh kredit; akses kesempatan kerja; akses jaringan tele- 
komunikasi; akses pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik dan 
energi; serta akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. 

Namun, dalam hal ranking kepentingan, dari 25 indikator 
untuk semua dimensi variabel kesempatan, ternyata indikator pe- 
layanan hidup bersih dan indikator kesempatan mendapatkan 

informasi dan komunikasi diposisikan diberi ranking kepentingan 
yang rendah oleh responden ataupun peserta FGD penelitian ini 
dalam penetapan GK Ecopos. Alasannya, kedua indikator ini lebih 
terkait dengan latar belakang sosial budaya (dalam hal ini menyang- 
kut pelayanan hidup bersih) dan kenyataan telah meluasnya per- 
kembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini. 

E. KESIMPULAN 

Penetapan GK Ecopos perlu memasukkan variabel keberdayaan 

(empowerment), kemampuan (capability), dan kesempatan (op- 
portunity). Sementara variabel keamanan (security) dengan segala 
dimensi dan indikatornya dipersepsikan hanya sebagai bagian 
penting dari GK Ecopos, dan bukan bagian mutlak yang perlu di- 
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akomodasi dalam penetapan GK Ecopos. Hal ini mengindikasikan 
bahwa penetapan GK perlu mengakomodasi variabel non- 
ekonomi, khususnya variabel keberdayaan, kemampuan, dan ke- 
sempatan. Sementara itu, variabel keamanan tidak secara eksplisit 
diungkapkan menjadi variabel penting dalam penetapan GK. Jus- 
tifikasi tidak dipentingkannya variabel keamanan terutama karena 
variabel ini dianggap tidak secara linear terkait dengan kemiskinan 

seseorang. Dengan kata lain, keamanan merupakan public goods 
dan bukan private goods. 

Dimensi dan indikator GK Ecopos yang diungkapkan dalam 
literatur tidak dapat digeneralisasi dalam penerapannya di Indo- 
nesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk variabel ke- 
berdayaan, terdapat lima dimensi yang tidak dapat diterapkan da- 
lam penetapan GK Ecopos. Kelima dimensi dari variabel pember- 
dayaan itu adalah dimensi pemberdayaan berpolitik, kesetaraan 
gender, kesetaraan hukum, keterbatasan fisik, dan keberdayaan 
melakukan kehidupan sosial. Sementara untuk variabel kemam- 

puan (capability), dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu 
dimasukkan ke GK Ecopos. Dimensi kecukupan dalam variabel 
kemampuan merupakan satu-satunya dimensi yang diperlukan 
dalam penetapan GK Ecopos. Temuan yang sama didapatkan 

untuk variabel kesempatan (opportunity), dengan indikator mem- 
peroleh kesempatan mendapatkan informasi dan komunikasi 
diberi ranking kepentingan yang rendah. 

Oleh karena itu, implikasi kebijakan penetapan GK Ecopos 
berdasarkan pada studi ini adalah sebagai berikut. Pertama, 
variabel, dimensi, dan indikator untuk menetapkan GK Ecopos di 
Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan yang ditemukan dalam 
literatur. Kedua, GK resmi BPS yang hanya menggunakan variabel 
pengeluaran dengan dua dimensi makanan dan nonmakanan perlu 
dilengkapi dengan masukan variabel, dimensi, dan indika- tor 
Ecopos yang dipersepsikan penduduk miskin dan tidak miskin 
dalam penelitian ini. Ketiga, perbaikan terhadap GK resmi yang 
berpedoman pada GK Ecopos yang dipersepsikan dalam peneli- 
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tian diyakini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan kepada 
pemerintah untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan, 
tetapi juga dapat meningkatkan kualitas SDM, daya saing, produk- 
tivitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional kini dan mendatang. 
Hal ini terjadi karena dengan dipenuhinya keempat variabel Eco- 
pos beserta dimensi dan indikatornya, penduduk miskin besar 
kemungkinan memiliki peluang yang luas untuk meningkatkan 
kualitas kehidupannya yang kemudian dapat berkontribusi bagi 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
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BAB IX 

GK DAN KEMISKINAN 
  ECOPOS: CATATAN AKHIR 

Carunia Mulya Firdausy 
 
 
 
 
 

 

A. KELEMAHAN GARIS KEMISKINAN BPS 

Garis kemiskinan (GK) absolut BPS, yang menggunakan ukuran 
satu dimensi (unidimensional) berdasarkan pengeluaran pendu- 
duk per kapita per bulan, perlu dilengkapi dengan pengukuran 
kemiskinan absolut berbasis multidimensi atau dalam buku ini 

disebut Ecopos (empowerment, capability, opportunity, dan se- 

curity). Alasannya, perhitungan jumlah penduduk miskin dengan 
hanya menggunakan GK absolut BPS yang bersifat unidimesional 
tidak mampu menggambarkan kualitas kehidupan penduduk 
miskin. GK resmi BPS hanya berdasarkan pada kebutuhan kalori 
sehingga menyebabkan GK yang digunakan menjadi rendah kare- 
na kalori dapat dipenuhi dengan komponen makanan tinggi kalori 
yang cenderung berharga rendah. Juga karena kebutuhan nutrisi 
dapat mencakup zat nutrisi lain, seperti protein yang belum diper- 
hitungkan dalam GK tersebut. 

Selain itu, keabsahan pemilihan 52 jenis komoditas bukan ma- 
kanan masih dapat dipertanyakan karena penentuan ini bisa bersifat 

“arbitrary” dan penentuan ini menentukan rendah atau tingginya 
GK. Demikian pula, dengan diturunkannya secara terpisah GK per- 
desaan dan GK perkotaan, bisa saja terjadinya kedua GK tersebut 
tidak terbanding secara sempurna dalam hal perbedaan tingkat ke- 

hidupan (standard of living) antara perdesaan dan perkotaan. 
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Dengan catatan kelemahan ini, jumlah penduduk yang ter- 
data sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang berada di 
bawah GK pendapatan/pengeluaran tersebut saja. Sementara 
penduduk yang miskin di luar ukuran pendapatan/pengeluaran 
sebagai akibat, antara lain, ketidakmampuan menjalankan fungsi- 
nya dalam masyarakat, baik karena rendahnya pendidikan, keti- 
dakmampuan berobat ke dokter atau institusi kesehatan, tidak 
layaknya pekerjaan yang dilakukan, rendahnya kepercayaan diri, 
tidak adanya perasaan aman, lingkungan yang rentan bencana, 
minimnya aset dan akses pemilikan tanah, rendahnya akses kredit 
usaha, rendahnya kemampuan berinovasi, maupun rendahnya 
kebebasan politik (misalnya berbicara) dan lain-lain, tidak ter- 
ungkap dalam data penduduk miskin berbasis GK resmi BPS ber- 
dasarkan pada pendapatan/pengeluaran tersebut (Asra, 2011). 

Bab ini berisi catatan akhir dari seluruh pembahasan dari bab-
bab sebelumnya untuk mempertajam kembali konsep GK dan 

kemiskinan Ecopos. Catatan akhir dalam bab ini diawali dengan 
apa yang dimaksud GK Ecopos dengan segala dimensi dan 
indikator yang diungkapkan dalam literatur. Kemudian dilan- 
jutkan dengan penjelasan temuan hasil penelitian lapangan yang 
terkait dengan dimensi dan indikator dari GK Ecopos dan pema- 
haman kemiskinan Ecopos oleh pekerja di sektor informal, nasa- 
bah KUR, petani berlahan marginal, petani penerima SIDa, dan 
penduduk di kawasan rentan perubahan iklim di bagian ketiga. 
Adapun bagian keempat mengungkapkan strategi dan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan Ecopos. Bagian kelima merupakan 
kesimpulan bab ini. 

B. DIMENSI GK ECOPOS VERSI LITERATUR 

Seperti dijelaskan terdahulu bahwa pengukuran kemiskinan 
absolut dengan segala konsep dan definisinya mengalami perkem- 
bangan yang relatif pesat belakangan ini. Dari perkembangan ter- 
sebut, pengukuran kemiskinan absolut secara objektif, baik secara 
statik maupun dinamik, lebih dominan belakangan ini. Hal ini 
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terjadi karena pengukuran kemiskinan absolut statik dan dinamik 
dapat dilakukan dengan satu dimensi (unidimensional) dan lebih 

dari satu dimensi (multidimensional). Pengukuran satu dimensi 
umumnya mencakup pengeluaran atau pendapatan, sedangkan 
pengukuran multidimensi mencakup berbagai kebutuhan ke- 
hidupan yang lebih luas. 

Namun, antara pengukuran statik dan dinamik tersebut, 
pengukuran kemiskinan absolut statik-dinamik dengan lebih dari 
satu dimensi makin banyak disarankan dalam literatur untuk di- 
gunakan dalam menghitung jumlah penduduk miskin. Pengukur- 
an multidimensi ini biasanya mencakup aspek kesejahteraan yang 
lebih luas, tidak hanya kesejahteraan ekonomi, yang biasanya di- 

wakili dengan “uang” (pengeluaran atau pendapatan) (monetary 
poverty indicator), tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial 

kemasyarakatan (biasa disebut sebagai non-income/monetary 
poverty indicator). Alkire dalam Asra (2014) menyatakan bahwa 
secara ringkas, keuntungan utama dari pendekatan multidimensi, 
atau dalam hal ini disebut Ecopos, dalam mengukur kemiskinan 
adalah: 

“…  dimungkinkannya  diperoleh  gambaran  sebaran 
kemiskinan berdasarkan kombinasi dari dimensi 
yang ada, misal dimensi kesehatan dan pendidikan 
sehingga bisa terlihat kelompok yang perlu dibantu 
berdasarkan dua dimensi secara bersamaan, yang 
bisa berbeda dengan bila digunakan hanya secara 
satu dimensi, misalnya hanya kesehatan saja, atau 
hanya pendidikan saja.” (Asra, 2014, 95). 

Dalam catatan World Development Report tahun 2000 (Bank 
Dunia, 2001), diungkapkan bahwa setiap variabel Ecopos 
memiliki banyak dimensi dan indikator. Untuk variabel pember- 

dayaan/keberdayaan atau empowerment, misalnya, terdapat 
enam dimensi. Dimensi tersebut ialah hak berpolitik, pelayanan 
publik, kesetaraan gender, kesetaraan hukum, keterbatasan fisik, 
dan hubungan sosial. Setiap dimensi memiliki beragam indikator 
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yang ditujukan untuk mempertajam pengukuran setiap dimensi. 
Dimensi hak berpolitik, misalnya, memiliki dua indikator untuk 
mengukurnya, yaitu hak memiliki suara dan hambatan untuk 
menyuarakan pendapat. 

Untuk variabel kemampuan (capability), Sen (1999) me- 
nekankan pentingnya tiga dimensi, yaitu kecukupan, harga diri, 
dan kebebasan. Adapun untuk indikator dari dimensi kecukupan 
Sen (1999) menetapkan jumlah indikator yang lebih banyak 
dibandingkan indikator-indikator dari dimensi harga diri dan ke- 
bebasan. Hal ini tidak mengherankan karena dimensi kecukupan 
tidak hanya menyangkut kecukupan pangan, tetapi juga me- 
nyangkut kecukupan nonpangan yang dibutuhkan penduduk. 
Kecukupan nonpangan yang dimaksudkan, antara lain, adalah 
kecukupan pakaian, perumahan dan kesehatan, serta pendidikan. 

Untuk variabel kesempatan (opportunity), World Develop- 
ment Report tahun 2000 mencatat tujuh dimensi, yaitu dimensi 
akses kredit; kesempatan kerja; akses jaringan komunikasi; akses 
pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik/energi; serta akses pasar, 
pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Selanjutnya, untuk 

variabel keamanan (security) terdapat hanya empat dimensi, yaitu 
dimensi kerentanan terhadap krisis, kerentanan terhadap ben- 
cana, konflik sosial, dan penyakit. 

C. DIMENSI GK ECOPOS: TEMUAN PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa keempat variabel Eco- 
pos yang secara empiris direkomendasikan dalam literatur untuk 
digunakan dalam penetapan GK ternyata tidak dapat dibuat pe- 
meringkatan atau hierarki secara tegas dalam penetapan GK Eco- 
pos. Ini mengindikasikan bahwa keempat variabel secara umum 

memiliki tingkat kepentingan yang sama (indifference) untuk dia- 
komodasikan dalam GK Ecopos. Temuan ini juga mengonfirmasi 
pernyataan Bank Dunia dalam World Development Report 2000. 



GK dan Kemiskinan... 239  

Temuan penting lain adalah dari keempat variabel Ecopos 
tersebut, variabel security relatif tidak dianggap sebagai variabel 
yang mutlak (a must) harus dimasukkan ke penetapan GK Eco- 
pos, tetapi sebagai kondisi yang diperlukan (necessary condition) 

atau dapat disebut juga sebagai complementary factors dalam pen- 
gentasan penduduk dari kemiskinan. Hal ini tidak mengherankan 
karena dimensi dan indikator dari variabel keamanan tersebut 
tidak hanya merupakan kebutuhan penduduk miskin, tetapi juga 
penduduk nonmiskin. Dengan kata lain, dimensi dan indikator 
dari variabel keamanan ini merupakan dimensi dan indikator yang 

bersifat community atau common right atau juga public right dan 
bukan terkait dengan kebutuhan dan hak orang per orang (in- 
dividual right) sehingga tidak mutlak harus diakomodasi dalam 
penetapan GK Ecopos. 

Untuk variabel pemberdayaan, ditemukan sembilan dimensi 
yang dipersepsikan perlu dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. 
Dimensi dari variabel pemberdayaan yang dimaksud meliputi 
dimensi keberdayaan berpolitik dan berpendapat, keberdayaan 
memanfaatkan pelayanan publik, keberdayaan kesetaraan gender, 
keberdayaan kesetaraan hukum, keberdayaan fisik, keberdayaan 
kehidupan sosial, keberdayaan memperoleh lapangan kerja, ke- 
berdayaan melakukan, serta memperoleh kegiatan usaha dan 
keberdayaan memenuhi kebutuhan pangan. Namun, dari sembi- 
lan dimensi variabel keberdayaan tersebut, ternyata hanya empat 
dimensi yang diposisikan wajib dimasukkan ke penetapan GK 
Ecopos. Keempat dimensi keberdayaan dimaksud adalah dimensi 
keberdayaan memenuhi kebutuhan pangan, keberdayaan melaku- 
kan dan memperoleh kegiatan usaha, keberdayaan memperoleh 
lapangan kerja, serta keberdayaan memanfaatkan fasilitas publik. 
Sementara 5 dimensi sisanya tidak diposisikan wajib dimasukkan 
ke penetapan GK Ecopos. Alasannya, kelima dimensi ini relatif 
diperlukan tidak hanya oleh penduduk miskin, tetapi juga mereka 
yang tidak miskin. 
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Untuk variabel, dimensi dan indikator kemampuan (capa- 
bility), variabel kemampuan perlu dimasukkan ke GK Ecopos. 
Namun, dalam hal dimensi dan indikatornya, dimensi yang 
dipersepsikan penting untuk GK Ecopos ialah dimensi kecuk- 
upan. Sementara dimensi harga diri dan kebebasan tidak perlu 

dimasukkan dalam GK Ecopos. Penyebabnya juga adalah dimensi 
harga diri dan kebebasan merupakan dimensi yang bukan meru- 
pakan individual right, tetapi lebih merupakan community right 
atau common right seperti halnya dimensi dan indikator dari 
variabel keamanan yang diuraikan di atas. Dengan kata lain, harga 
diri dan kebebasan merupakan dimensi yang tidak spesifik hanya 
dibutuhkan bagi penduduk miskin. 

Selanjutnya, untuk dimensi kecukupan, paling tidak terdapat 11 
indikator yang perlu dimasukkan ke penetapan GK Ecopos. Ke-11 
indikator tersebut terkait dengan kemampuan memenuhi kecukupan 
pangan, air bersih, pakaian layak, tempat tinggal, makanan bergizi, 
kesehatan, pendidikan dasar, pekerjaan/nafkah untuk rumah tangga, 
pemilikan aset, kecukupan pendapatan/ pengeluaran, dan 
pemenuhan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Namun, jika ke-11 
indikator dari dimensi kecukupan dalam varia- bel kemampuan di 

atas harus di-ranking berdasarkan pada tingkat kepentingan, hasil 
penelitian ini tidak konklusif. Artinya, Tidak ada indikator yang 
harus lebih didahulukan (indifference). Ini menun- jukkan bahwa 
tingkat kepentingan ke-11 indikator dalam dimensi kecukupan 
dinilai memiliki kedudukan yang mutlak sama. 

Untuk variabel kesempatan (opportunity), penelitian ini me- 
negaskan tujuh dimensi dan 25 indikator yang perlu diperhatikan 
dalam menetapkan GK Ecopos. Tujuh dimensi tersebut adalah 
akses memperoleh kredit; akses kesempatan kerja; akses jaringan 
telekomunikasi; akses pelatihan bisnis; akses jalan; akses listrik 
dan energi; serta akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air 
bersih. Namun, dalam hal ranking kepentingan, dari 25 indikator 
untuk semua dimensi variabel kesempatan, ternyata indikator 
pelayanan hidup bersih dan indikator kesempatan mendapatkan 
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informasi dan komunikasi diposisikan diberi ranking kepentingan 
yang rendah. Alasannya, kedua indikator ini lebih terkait dengan 
latar belakang sosial budaya (dalam hal ini menyangkut pelayanan 
hidup bersih) serta kenyataan telah meluasnya perkembangan te- 
knologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini. 

Selain temuan di atas, ditemukan bahwa kemiskinan meru- 
pakan fenomena yang dekat dengan individu yang tidak memi- 
liki pekerjaan layak, tidak memiliki akses terhadap kredit usaha 
rakyat, tidak memiliki hak atas tanah dan akses sumber daya 
agraria, ataupun tidak memiliki kemampuan inovasi, dan indi- 
vidu yang hidup di lingkungan yang rentan dengan perubahan 
iklim. Bagi penduduk yang bekerja di sektor informal, misalnya, 
pengurangan kemiskinan Ecopos dapat di atasi dengan upaya 
mempertahankan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas, 
menjamin pengembangan pekerjaan yang produktif, peningkatan 
potensi ekonomi informal, peningkatan perlindungan, ketenan- 
gan dalam berusaha, hingga penguatan organisasi pekerja/kelom- 
pok tani agar makin berdaya. 

Sementara itu, bagi nasabah KUR, penanggulangan kemi- 
skinan Ecopos dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan 
yang bukan hanya kemudahan akses permodalan, tetapi juga 
pemberdayaan dalam metode produksi, penumbuhan inovasi, 
adopsi teknologi, pemasaran dan manajemen usaha, serta pihak 
yang bertanggung jawab dalam memberdayakan nasabah KUR. 
Upaya pemberdayaan yang mencakup semua komponen di atas 
merupakan ungkapan yang dinyatakan oleh penerima KUR dalam 
penelitian ini. 

Hal yang sama diungkapkan oleh petani bahwa pemilikan 
terhadap tanah dan akses tanah menjadi kunci dalam penanggu- 
langan kemiskinan penduduk miskin di perdesaan. Hal ini terjadi 
karena aset dan akses atas tanah mampu memberdayakan pen- 
duduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Namun, pember- 
dayaan dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh ak- 
ses atas tanah harus pula dilengkapi dengan variabel kemampuan 
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penduduk miskin untuk mengelolanya dan keamanan dalam pe- 
ngelolaan aset atas tanah tersebut. 

Namun, sebagai sebuah kebijakan yang utuh, perhatian terha- 
dap keempat variabel Ecopos dalam pengentasan penduduk dari 
kemiskinan perlu dilengkapi dengan pemahaman terhadap relasi 
dalam penguasaan lahan atau sumber daya agraria, relasi dalam 
tata produksi sumber agraria dan relasi dalam pemanfaatan tanah. 
Jika pemahaman terhadap relasi-relasi yang berkaitan dengan 
keempat variabel Ecopos tidak diperhatikan, upaya penanggu- 
langan kemiskinan dalam konteks agraria ini tidak dapat berjalan 
optimal. 

Temuan yang hampir sama diungkapkan oleh petani pener- 
ima SIDa dan penduduk di kawasan perubahan iklim. Petani 
penerima SIDa menyatakan bahwa variabel Ecopos dengan segala 
dimensi dan indikator perlu diperhatikan dalam pengembangan 
dan pelaksanaan SIDa. Dengan adanya perhatian terhadap semua 
variabel Ecopos tersebut, kebijakan pengembangan SIDa dapat di- 
jadikan alat/sarana untuk membantu percepatan penanggulangan 
kemiskinan dengan mendekatkan petani miskin terhadap inovasi 
yang membantu meningkatkan produksi serta membuka akses 
terhadap berbagai informasi inovasi ataupun inovasi yang dapat 
meningkatkan produksi dan produktivitas petani sekaligus pasar 
bagi hasil produksinya. Peran SIDa dalam membantu percepatan 
penanggulangan kemiskinan akan efektif bila didukung oleh sara- 
na dan prasarana yang sesuai, kelembagaan, dan dukungan peme- 
rintah lokal. Sementara bagi penduduk yang tinggal di kawasan 
rentan perubahan iklim, pengentasan masyarakat dari kemiskin- 
an Ecopos perlu memperhatikan, antara lain, pemberdayaan 
meningkatkan pengetahuan lokal tentang perubahan variabel 
klimatik, pemberdayaan mengembangkan kegiatan produksi, dan 
pemberdayaan menyediakan bahan pangan. 
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D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ECOPOS 

Penggunaan GK dan pemahaman kemiskinan Ecopos dapat lebih 
diandalkan sebagai strategi dan kebijakan mengentaskan 
masyarakat dari kemiskinan. Jika tidak, masalah kemiskinan akan 
terus menjadi masalah yang tidak pernah akan habis-habisnya 
merongrong semua aspek pembangunan nasional. Dari beberapa 
strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan, paling tidak dua 
strategi dan kebijakan berikut ini perlu diperhatikan. 

Pertama, dengan merumuskan kebijakan dan program yang 
diarahkan langsung pada perbaikan dimensi dan indikator dari 
semua variabel Ecopos yang ditemukan dalam studi ini. Kedua, 
membentuk badan atau bahkan kementerian tersendiri yang tu- 
gas utamanya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. 

Dalam menjalankan strategi yang pertama perhatian tidak 
hanya pada perumusan kebijakan dan program menyangkut 

seluruh variabel, dimensi, dan indikator Ecopos, tetapi juga ha- 
rus memperhatikan aspek yang terkait di dalamnya. Aspek 
tersebut meliputi aspek affordability, accessibility, availability, 
dan awareness, serta location specific dari individu yang menjadi 
target penanggulangan kemiskinan. Artinya, strategi, kebijakan, 
dan program penanggulangan kemiskinan Ecopos yang disusun 
tidak boleh hanya sebatas pada pembentukan kebijakan dan pro- 
gram, tetapi juga harus menekankan aspek-aspek 4A plus L (af- 
fordability, accessibility, availability, dan awareness, serta location 
specific). 

Selain itu, penetapan kebijakan dan program kemiskinan 

Ecopos harus menjadi satu kesatuan (integration). Artinya, kebi- 
jakan dan program kemiskinan Ecopos tidak boleh bersifat par- 
sial ataupun hierarkis. Hal ini terjadi karena tiap variabel dalam 
Ecopos tersebut tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga mem- 
punyai keterkaitan satu sama lain. Kebijakan dan program yang 

hanya memperhatikan variabel kesempatan (opportunity), misal- 
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nya, tidak akan berhasil jika tidak ada kebijakan dan program 
keberdayaan (empowerment) dan/atau kebijakan dan program 
keamanan (security) penduduk miskin. 

Selain aspek satu kesatuan (integration), aspek sustainabilitas 
mutlak perlu diperhatikan karena upaya penanggulangan kemis- 
kinan merupakan suatu proses panjang yang berkesinambungan. 
Dengan demikian, “gonta-ganti” kepemimpinan negara dan pe- 
merintahan tidak layak untuk selalu harus diikuti dengan “gonta- 
ganti” kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Peru- 
bahan kebijakan dan program hanya dapat dilakukan hanya jika 
perubahan tersebut memang sangat diperlukan. 

Dalam konteks pembentukan badan atau kementerian 
tersendiri dalam penanganan kemiskinan, terdapat dua argu- 
mentasi pentingnya strategi ini. Pertama, luas dan kompleksnya 
persoalan kemiskinan (vicious circle). Kedua, pengalaman yang 
selama ini menunjukkan betapa sulitnya koordinasi dari berbagai 
kementerian dan institusi yang menangani upaya pengentasan 
masyarakat dari kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan 
sangat menyesatkan jika ditangani oleh berbagai institusi. Apalagi 

kehadiran institusi tersebut kental dengan interest masing-masing. 

E. KESIMPULAN 

GK resmi BPS dalam menghitung penduduk miskin perlu diper- 
luas mencakup variabel Ecopos karena GK Ecopos merupakan 
GK yang bersifat lebih mampu memotret kebutuhan individu 
masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Artinya, dengan meng- 

gunakan GK Ecopos, program dan kebijakan anti-kemiskinan 
yang disusun tidak dibatasi pada upaya memerangi ketidakmam- 
puan individu dalam memenuhi hanya satu kebutuhan dasar 
semata, tetapi juga mampu memenuhi berbagai kebutuhan lain. 
Bagi nasabah KUR, misalnya, penanganan kemiskinan Ecopos 
dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan yang tidak hanya 
sekadar kemudahan akses permodalan, tetapi juga pemberdayaan 
dalam metode produksi, penumbuhan inovasi, adopsi teknologi, 
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pemasaran dan manajemen usaha, serta pihak yang bertanggung 
jawab dalam memberdayakan nasabah KUR. Sementara untuk 
petani penerima SIDa, diperlukan sarana dan prasarana yang 
sesuai, kelembagaan dan dukungan pemerintah lokal. Demikian 
pula penduduk yang tinggal di kawasan rentan perubahan iklim 
diperlukan antara lain pemberdayaan meningkatkan pengeta- 
huan lokal tentang perubahan variabel klimatik, pemberdayaan 
mengembangkan kegiatan produksi, dan pemberdayaan menye- 
diakan bahan pangan. 

Namun, untuk lebih merealisasi GK Ecopos, perlu segera 
dilakukan, antara lain, upaya menentukan indikator yang lebih 

terukur (measurable). Indikator itu, misalnya, indikator kemuda- 
han akses permodalan, penumbuhan inovasi, adopsi teknologi, 
pemasaran, dan manajemen usaha bagi nasabah KUR. Sementara 
untuk petani penerima SIDa, indikator kuantitatif yang diperlu- 
kan ialah sarana dan prasarana yang sesuai, kelembagaan, dan 
dukungan pemerintah lokal. Demikian pula penduduk yang ting- 
gal di kawasan rentan perubahan iklim, diperlukan antara lain in- 
dikator kuantitatif peningkatan pengetahuan lokal tentang peru- 
bahan variabel klimatik, kemampuan mengembangkan kegiatan 
produksi, dan ketersediaan bahan pangan. 

Kuantifikasi dari semua indikator dari setiap dimensi dalam 
masing-masing variabel Ecopos mutlak diperlukan agar GK dan 
pemahaman kemiskinan Ecopos dapat lebih mudah diterjemah- 
kan ke dalam bentuk strategi, kebijakan, dan program penanggu- 
langan kemiskinan yang lebih baik di satu pihak dan upaya untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan penduduk miskin di lain pihak. 
Itulah pekerjaan rumah sekaligus tantangan yang tidak boleh di- 
hindari siapa pun dalam membawa Indonesia maju dan sejahtera. 
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